
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undung Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pcmbcntukan Daerah-daerah Tingkat II daJam Wilayah 
Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655)t 

11. huhwu l'cnn11d111u11 Ducruh 8u11c.klwood rncrupakan 
IJ11d1111 U:i11lio Milil< D11cn,Ji yung cJidirikun dc:ngan 
I' ·rnlun111 Dncrnh l<ulJ iputcn Surnba Timur Nomor 10 
Tuhun 20 J 7 Icnlung Pcndiriun Pcrusuhaan Dacrah 
S11nddwoo<I dun bcrbcntuk pcrusohaun dacrah dcngan 
lllf~OH rucningkutkun kcsejahtcraan masyarakal 
khuuunyu d11l111rt pcnycdiuan barang dan jasa, sebagai 
mit ru pc11gelolu, pcningkutan saruna prasarana dan 
pcrnhukunu l11p111wun kcrju; 

b. buhwu dulum rungku rncnyesuaikan bcntuk hukum 
menjndi Pcruuahuun Urnum Dacrah sceuai Undang­ 
Undung Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Daeruh scbuguirnunu tclah diubah beberapa kaJi 
tcrakhir dcngan Undang-Undung Nomor 9 Tahun 2015 
tcntang Pcrubahan Kcdua Alas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah dan 
Pera Lu ran Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang 
Badon Usaha Milik Dacrah, perlu dilakukan 
pcnycsuaian acsuai ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Pcraturan Oaerah tentang Perusahaan Umum Daerah 
Sandalwood; 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan usaha yang seJuruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh 
Daerah. 

5. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disebut 
Perumda Sandalwood adalah BUMD yang seluruh modalnya dirniliki 
Daerah, tidak terbagi atas saham. 

6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Sandalwood yang 
selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Sandalwood yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalarn Perumda Sandalwood dan 
memegang segal~ kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi a tau 
Dewan pengawas.~ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH SANDALWOOD. 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
dan 

BUPATI SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 4 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6173); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota 
Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 



Pasal 4 
( 1) Perumda Sandalwood bergerak dalam bidang usaha: 

a. mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 
b. mitra pengelolaan energi baru terbarukan; 
c. agribisnis; dan 
d. pengadaan barang dan jasa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagairnana dimaksud pad9 ayat (1), dilaksanakan 
sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketigaiJ 

Pasal3 
(1) Perumda Sandalwood didirikan dengan maksud untuk memberikan 

wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalarn rangka 
mempercepat pembangunan daerah. 

(2) Tujuan didirikan Perumda Sandalwood adalah untuk: 
a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba 

Timur pada khususnya dan pembangunan nasional pada umurnnya; 
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalarn bentuk mitra 

pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana 
prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas 
kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan 

c. menghasilkan laba dalarn rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 

BAB Ill 
MAKSUD, TUJUAN, BIDANG USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRl 

Pasal 2 
( 1) Dengan Peraturan Dae rah ini, Perusahaan Dae rah Sandalwood yang 

didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 
Tahun 2017 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood beralih 
menjadi Perusahaan Umum Daerah Sandalwood. 

(2) Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pula kepemilikan aset 
dan/ a tau hubungan hukum yang tcrjadi aras namn Pcrusahaan Dacrah 
Sandalwood. 

(3) Perusahaan Umum Daerah Sandalwood berkedudukan dan berkantor 
pusat di Waingapu. 

BAB H 
PENDIRIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN 

9. 
10. 

8. 

Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sandalwood yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sandalwood. 
Direksi adalah organ Perumda Sandalwood yang bertanggung jawab ata.s 
pengurusan Perumda Sandalwood untuk kepentingan dan tujuan 
Perumda Sandalwood serta mewakili Perumda Sandalwood baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
Pegawai adalah Pegawai Perumda Sandalwood. 
Jasa Produksi adalah Iaba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, 
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 
Tahun Takwin adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 
Desember tahun berjalan. 

11. 

7. 
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Pasal 7 
Perumda Sandalwood memiliki fungsi: 
a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat 

melalui penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan 
sarana/ prasarana, pernbukaan lapangan kerja sesuai tujuan dan 
kegiatan usaha perusahaan; 

b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD); dan 

c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan 
program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan 
kegiatan usaha Perumda SandalwoodlJ 

Pasal 6 
Perumda Sandalwood memiliki tugas pokok: 
a. melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik; 
b. mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan 
barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana 
dan pembukaan lapangan kerja; 

c. mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi 
sumber daya daerah untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan 
masyarakat Sumba Timur; 

d. membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional maupun 
intemasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh 
perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. menjalin kerja sama kemitraan dengan UMKM dan koperasi yang dimiliki 
oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan 

f. meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

BAB IV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 
Perumda Sandalwood didirikan untukjangka waktu yang tidak terbatas. 

(3) Perumda Sandalwood dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan 
dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun 
bidang usaha lain yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat 
pertimbangan Dewan Pengawas. 

(4) Pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mendapat persetujuan Bupati. 

(5) Dalam pengembangan bidang usaha, Perumda Sandalwood dengan 
persetujuan Bupati dapat: 
a. membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya; 
b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya 

Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta 
Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum 
Indonesia. 
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Pasal 10 
Setiap orang dalam pengurusan Perurnda Sandalwood dilarang memiliki 
hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas 
ke bawah ata1;1 ke sarnping, terrnasuk berdasarkan hubungan yang tirnbul 
karena perkawman dengan pengurusan BUMD rnilik Pernerintah Dacrahi 

Pasal 9 
( I) Pengurusan Perurnda Sandalwood dilakukan oleh organ Perurnda 

Sandalwood. 
(2) Organ Perurnda Sandalwood sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) tcrdiri 

dari: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

BAB VI 
ORGANPERUMDASANDALWOOD 

Bagian Kesatu 
Urn um 

Pa • I 8 
( 1) Modal dnsar Pcrurnda Sandalwood dimiliki luruhnyr oleh Pemerintah 

Dacrah yang berasal dari APBD atau p rolchan lainnya yang ah dan 
m rupakan keka raan daernh yang dipisahkan. 

(2) Modal P rumda andalwood dapat ditambah dnri: 
a. pcnyisihan scbagai cadangan umum; 
b. pen 'ertaan modal Pcmcrintnh Dncrah; dan 
c. pinjaman modal arau hibah dari pihak lain. 

(3) Modal Perumda andalwood sebagai Penyertaan Modal Pernerintah Daerah. 
(4) Modal dasar Perurnda Sandalv ood sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dapat berupa uang dan barang. 
(5) Modal dasar Perumda Sandalwood sampai Tahun Anggaran 2018 berupa 

barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,00 (dua ratus sembiJan 
puluh ernpat juta delapan ratus em pat ribu tujuh ratus lirna puJuh rupiah) 
terdiri dari Tanah seluas 7.590 rn? dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 
353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879. 750,00 (dua ratus enam puluh 
tujuh jut.a delapan rarus tujuh puluh sembilan ribu tujuh rarus Iirna 
puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Bangunan yang tcrlctak di .Jalan Adam 
Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (dua puluh 
enam juta sembilan rarus dua puluh lima ribu rupiah). 

(6) Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada Perumda 
Sandalwood, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, 
diatur dengan Peraturan Daerah. 

(7) Penambahan modal dapat dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
apabila ada permohonan dari Perumda Sandalwood yang disertai dengan 
proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. 

(8) Modal berupa barang sebagairnana dirnaksud ayat (4) dinilai berdasarkan 
nilai wajar pada tahun pcnctapan. 

(9) Sernua alat likuid disirnpan dalam Bank Dae rah dan/ a tau Bank 
Pemerintah lainnya. 

0;\8 V 
M D/\L 
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Pasal 13 
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sandalwood apabila 
dapat membuktikan : 
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Perumda Sandalwood. 
c. tidak terlibat baik secara langstng maupun tidak langsung menggunakan 

kekayaan Perumda Sandalwood. 

Pasal 12 
(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Sandalwood mernpunyai 

kewenangan mengambil keputusan. 
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. 
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 

lain: 
a. perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan aset tetap; 
c. kerja sama; 
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan 

dan/ a tau penyertaan modal; 
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal 

kapitaslisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; 
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; 
g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; 
h. penetapan besaran penggunaan laba; 
i. pengesahan laporan tahunan; 
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan 

pembubaran Perumda Sandalwood; dan 
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari 

jumlah kekayaan bersih Perumda Sandalwood dalam 1 (satu) transaksi 
atau lebih. 

(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan berdasarkan: 
a. target kinerja Perumda Sandalwood. 
b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai 

jenis bidang usaha; dan 
c. laporan keuangan Perumda Sandalwood. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan 
pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 11 
(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan 

usaha Perumda Sandalwood. 
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari atas: 

a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Sandalwood; dan 
c. rapat luar biasa. 
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Pasal 17 
(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak 
kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kernbali anggota Dewan Pengawas yang dinilai 
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama rnasa jabatannya. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan 
Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja~ 

Pasal 16 
(1) Proses pernilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan rnelalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tirn atau 
lembaga profesional 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 15 
( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat berikut : 
a. sehatjasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
d. memahami manajarnen Perumda yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajamen; 
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
f. berijasah paling rendah Strata I (SI); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat rnendaftar 

pertarna kali; 
h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Kornisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin 
dinyatakan pailit; 

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k. tidak sedang rnenjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 14 
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat terdiri atas 

Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan 
publik. 

Paragraf 1 
Persyaratan dan Pengangkatan 

Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas 



P~ snl 21 
(I) .Jabatan anggota Dewan Pcngawas berukhir apabila: 

a. meninggnl dunia: 
b. masa jabatannya b ... rakhir: dan/atau 
c. dihcrhcntikan scwaktu-waktu. 

(2) Dalarn ha] jabatan nnggota Dewan Pengawas bcmkhir knr ·nn ma: n 
jabatarmya bcrakhir scbagairnana dirnaksud pada ayat ( J) huruf b anggota 
Dewan Pengawas wajib mcnyampaikan laporun pcngawasan tugas akhir 
masa jabatan paling larnbat 3 [tiga) bulan scb ·tum b rrakhir masa 
jabatannya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimann dimaksud pada ayat (2) wajib 
melaporkan sisa pclaksanaan tugas pcngawasan yang bclum dilaporkan 
paling lam bat I [satu] bu Ian sctelah berakhir musa jabatannya. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan scbagaimann dimaksud 
pada ayat (2) sebagai dasar pertirnbangan oleh ~PM untuk mcmpcrpanja.ng 
atau mernberhentikan anggota Dewan Pcngawas~ 

Pa ra grn f 3 
I' ·mb ·rh ... ntion 

Pa .al 20 
( 1) Pcnghasilun anggoia Dewan Pcngawas ditctapkan olch KPM. 
(2) Pcnghasilan unggoia Dewan Pengawas sebagairnana dirnaksud pada ayut 

(1) paling banyak tcrdiri alas: 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas: durr/utnu 
d. tanticrn atnu inscntif kinerja. 

(3) Kctcntuan Jebih Ianjut mcngcnai pcnghasilan anggota Dewan P ·n I was 
diutur dalurn Pcrut urun Bupaii. 

Paragraf 2 
Pcnghusilun 

Pa··~il I c 
An otn Dewan Pcngawas diangkat untuk mar.a jnbatnn paling lama '1 (cmp. t) 
tahun dnn dapat diangkat kcrnbali uniuk I (suru) kuli rnusn jabatan. 

1'.1•,.il I H 
(1) .Iurnlnh on•tr-ot,1 I r-wun l'<·nnnv.111, d,1,·1 1pl:.111 olt·h I P~.t 
(2) Juml. h n111•1;otn I C'\' •• Ill Pc111;,m.1•, p.111111: b.myuk •,.11n,1 clt-n~:.m Jtunbh 

Dir l ~1. 
(3J Dnlnm hnl on, rorn DC'\\' m Pcr1g11w.1:, 1nd111 lf'lnlt d 1rt l (• .1tll) ,,r,,ni: 

an 1 •ut ,, mnkn I (!.at11) or1111~: 1111p 101:i fkw,an J> ·11 :n,~11 dr:111Hk.it v·I, H~,11 

Ket un 0<'\\ .111 l'e111.1w:1s. 
(•1} Pcncniunn jurnluh anr~<>I 1 D wnn f1t'ngawu: :,cb:1g,11rrwn,1 rhmnkvud p.ici., 

avnt 11) dnn rvnt (2) dilnkukun b ·rdusarkun ri~ .. '1" c:fi•;1cn:,1 dun rfrkt1vt1w, 
k. putus.m. p~·ngawo~. n dan p mbinyaan b,1gi k ·pcntins!.tll 11 .rurndu 
Sanda lwood. 

(5) Pcnundnt ltlJ!·lll kr,ntili lmwrJ11 : ch.1,:.1111111111 dun:,k•,tul p.itl., .,, .. ,, ( 11 

d1lnlrn an : r belum 1x·n1~11n~~k1111111 krmb.111 •,d,;11:,11 .illf' ("''' (), w 11, 

p llpll ,, I!, 
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Pasal 22 
(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Sandalwood dan 

diangkat oleh KPM. 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

memenuhi S) arat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. rnemiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

c. rnemahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan· 
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); ' 
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan pemah memimpin tirn; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali: 
i. tidak p~mah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris 

y~g dmya~8:° bersalah rnenyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

J. tidak pernah dihukum karena melakukan ~dak pidana yan 
merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;~ g 

Paragraf 1 
Persyaratan dan Pengangkatan 

Bagian Keempat 
Direksi 

(5) Laporan pengurusan tugas nkhir nu sa jnbatnn nnggota Dewan Pengnwas 
yr-mg berakhir m: s 1 iubatnnnvu dilaks in skan setetah basil audit dengan 
tujuun tertcntu ruau audit rnhunan d ri kantor nkuntan publik kepada 
~PM. 

(6) D l m ha! rerjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
pelaksanaan rucas pengonrns n SUMO dilaksanakan oleh KPM. 

(7) Dalnm hal jab: tan angg ta Dewan Penga\\'OS berakhir karena 
diberhentikan se\\'aktu-\\'aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, pemberhentian dirnaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
avat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat 
dibuktikan secara sah, anggora Dewan Pengawas) ang bersangk"Utan: 
a. tidak dapat melaksanakan rugas; 
b. tidak melaksanakan kerentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau ketenruan anggaran dasar: 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada 

Perurnda Sandalwood, Negara, dan/ a tau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatari hukurn tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran 
Perumda Sandalwood. 

(9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

- 
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seluruh anggota 
dilaksanakan oleh 

Direksi, 
Dewan 

Pasal 27 
kekosongan jabatan 
pengurusan BUMD 

( 1) Dalam hal terjadi 
pelaksanaari tugas 
Pengawas. IJ 

Paragraf 3 
Kekosongan Jabatan Direksi 

Pasal 26 
(1) Jumlah anggota Direksi Perumda Sandalwood ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 
(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda 
Sandalwood. 

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 
Jumlah Direksi 

Pasal 25 
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ a tau prestasi 

yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. 

Pasal 24 
(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum 
diangkat sebagai anggota Direksi. 

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kernbali anggota Direksi yang dinilai mampu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib 
menandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. 

Pasal 23 
(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. . . 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau 
lembaga profesional. 

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah dan/ a tau calon anggota legislatif; dan 
m. tidak sedang menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah dan 

Perusahaan lainnya. 



II 

Pasal 29 
(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 

a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; a tau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi 
wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling 
lam bat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 

(3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan 
sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. 

(4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian 
dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar 
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota 
Direksi. 

(6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan 
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan 
kepada KPM. 

(7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan 
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1~ huruf c, 
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.~ 

Paragraf 5 
Pemberhentian 

Pasal 28 
(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Sandalwood ditetapkan oleh KPM. 
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
b. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 4 
Penghasilan 

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabnt dari internal Pcrurnda 
Sandalwood untuk membantu pclaksanaan tugas Direksi sampai dcngan 
pengangkntan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh 
anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pcngurusan Pcrurnda 
Sandalwood dilaksanakan oleh KPM. 

(4) Dalarn pelaksanaan pengurusan sebagaimuna dirnaksud pada ayat (3) KPM 
dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sandalwood untu~ 
membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sandalwood s~mpa! 
dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi 
definitif paling lama 6 (enam) bulan. 



12 

Perumda pegawai 

Pasal 31 
(1) Pegawai Perumda Sandalwood memperoleh penghasilan yang adil dan 

layak sesuai dengan be ban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja. 
(2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Sandalwood sesuai 

dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Sandalwood 
(3) Penghasilan Pegawai Perumda Sandalwood paling banyak terdiri atas: 

a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peJhasilan 
Sandalwood diatur dalam Peraturan Bupati~ 

Bagian Kedua 
Penghasilan 

Pasal 30 
(1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. 
(2) Pegawai di lingkungan Perumda Sandalwood terdiri dari: 

a. tenaga kontrak; dan 
b. Pegawai tetap. 

(3) Ketcntuan lebih lanjut mengcnai tata cara pcncrimaan Pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kesatu 
Pegawai 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

(8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada 

Perumda Sandalwood, Negara dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadi!an yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ a tau 
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran 
Perumda Sandalwood 

(9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pase I 35 
(l) Direksi wajib mc:nyiapkan rencana kcrja dan anggaran yang mcrupakan 

penjubarun t ihunun dari rencana bisnis. 
(2) Ren en no kerjn don anggar: n sebagr imana dirnaksud pad a ayat ( l) paling 

sedikit rnemuat r n ana rinci pro ram k rja don an ran tr hunan. 
(3) Direksi m nyarnpaikan rencr na kerja don anggr ran kepada Dewan 

Pengawas paling lnmbat pada akhir bulan November untuk dirandatangani 
bersarna. 

(4) Rencana kerja don anggaran yang telah ditandatangani bersarna Dewan 
Pcngawas disarnpaikan kepada KPM unruk mendnpatkan pengesa.han\J 

Baginn Kcdua 
Rencnna Kerja dan Anggaran 

P.1•wl 34 
( 11 Dir k: 1 wajib rn nyrapkan rcnc.mn bisnis yang hcnd k dt ap 1 dul.rrn 

J,m1~kn wuktu 5 (limn) ahun. 
(2) J~ n anu bisru-, . bapairnnna dirnaksud pada avat ( 1) P 1lin~ . cdikit 

m rnuut : 
o. v:1lu11 i ho ,I r. .ncana bisni scbclurnnya: 
b. koridiui Pcrurndr ndalwood ; 

. tsumsi , ang dipakai dalarn pcnyusunan rencana bi nis: dr n 
d. pen tnpnn vn.i, rnisi, sasaran, stratcgi, kcbijakan dan program kcrju. 

(31 ir ksi m n -ampniknn runcangan rencana bisni kcp.idu D ·wan P ·nguwa., 
uruuk dimndntnn •ani bersarna. 

(4) Ren mu bisnis • rng t .lah ditandatangani bcrsarna Dewan Pengawas 
disnrnpaiknn kcpad: Kl'M untuk m -ndapntknn p ·n res; han. 

(5) R ncnnn bisnis . ·b:ignimann dim ikxud pndn n -ru (I) merup: kr.n dusar 
pe-rjnnjinn kon I nk kinrrj . 

( ) Rencan .. bisnis sebagnirnnna dim ik ud pL du ay: t ('l) disarnpc ikan kepada 
M nt ri. 

Bagian Ke atu 
Rencano Bisrus 

8: B IX 
Pt.RE: 'C:\t' 

( I bk in an d ma pen run D1rck, 1 dun Pecaw ,11 

rn uran perund ng-ur d l'! in. 

.un nsiun 
niu.m men .cn.u 

td I w lJtb d11 cu rt.1 · in 
r ., .. , r , 1 

, ,, ri.m P l: l\\ ,ll f'crumd., ~ mdal \ 11 I 

Pl! tl . 2 
I rurnd s llili.ll \ .urb mr r 1:1 .u . ·r1., rnn f .: \ ,H I'e r urn it -~ r 1 ti 

d,, pr ,·r .un 11mm in .r-s h,) .u,. rrnman h.1n ll I d rn 1mm.,n -: ·1 111 

l: mn , ,,.~,Mt .c n uan r., uran J nu d 1m:-unclam~ 1 , 

Bi H\'HI 
1 : . · \ Pc:·~, '; · 
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Pasal 37 
( 1) Pengurusan Perumda Sandalwood dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik. 
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas prinsip: 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. pertanggungiawaban; 
d. kemandirian; dan 
e. kewajaran. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) bertujuan untuk: 

a. rnencapai tujuan Perurnda Sandalwood; 
b. rnengoptimalkan nilai Perumda Sandalwood agar perusahaan 

rnemiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 
intemasional; 

c. mendorong penge1o1aan Perumda Sandalwood secara profesional, 
efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 
kemandirian organ Perumda Sandalwood; 

d. mendorong agar organ Perumda Sandalwood dalam membuat 
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
serta kesadaran tanggung jawab social Perumda Sandalwood 
terhadap pemangku kepenti~gan maupun kelestarian lingkungan di 
sekitar Perumda Sandalwood;~ 

Bagian Kedua 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

Pasal 36 
(1) Operasional Perumda Sandalwood dilaksanakan berdasarkan standar 

operasional prosedur. 
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 

Dewan Pengawas. 
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara 

berkesinambungan. 
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat aspek: 
a. organ; 
b. organisasi dan kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. pelayanan pelanggan; 
e. resiko bisnis; 
f. pengadaan barang dan jasa; 
g. pengelolaan barang; 
h. pemasaran; dan 
1. pengawasan. 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Standar Operasional Prosedur 

BABX 
OPERASIONAL 



Pasal 40 
(1) Perum.da Sandalwood dap~t melakukan pinjaman dari lernbaga keuangan, 

Pemenntah . Pusat, Pemenntah Daerah dan sumber \dana lainnya dari 
dalam negen untuk pengembangan usaha dan investasi\J 

Bagian Kelima 
Pinjaman 

Pasal 39 
(1) Perumda Sandalwood dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus saling 

menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, 
masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. 

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Sandalwood dengan pihak lain 
merupakan kewcnangan Dircksi scsuai dcngan mckanisme internal 
perusahaan. 

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki 
Perumda Sandalwood, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama 
operasi 

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku 
ketentuan: 
a. disetujui KPM 
b. laporan keuangan Perumda Sandalwood 3 (tiga) tahun terakhir dalam 

keadaan sehat; 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda 

Sandalwood yang berasal dari modal Daerah; dan 
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama 

(6) Perumda Sandalwood memprioritaskan kerja sama dengan SUMO milik 
Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah 

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda 
Sandalwood untuk melaksanakan kerja sama 

Bagian Keempat 
Kerjasama 

Pasal38 
( 1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Sandalwood dilaksanakan 

memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda 

Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pengadaan Barang dan Jasa 

e. meningkatkan kontribusi Perumda Sandalwood dalam perekonomian 
nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan 
investasi nasional, 

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. 

rs 
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Pasal42 
( 1) Laporan Direksi Perumda Sandalwood terdiri dari laporan bulanan, 

laporan triwulan, dan laporan tahunan 
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas 

(3) Laporan tahunan seba~aim~na dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan 
keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Pengawas 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perurnda 
Sandalwood ditutup 

(5) La~oran tahunan sebagaimana ~irnaksud pada ayat (4) disahkan oler\ KPM 
palmg lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) han kerja setelah diterirna.~ 

Paragraf 2 
Pelaporan Direksi 

Pasal 41 
( 1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan 

tahunan. 
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan 
kepada KPM 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lambat 90 (scmbilan puluh) hari kcrja sctclah tahun buku Pcrumda 
Sandalwood ditutup 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM 
(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya 
secara tertulis 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan 
penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Paragraf 1 
Pelaporan Dewan Pengawas 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

BAB XI 
LAPORAN PERUSAHMN DAN PENGGUNMN LABA BERSIH 

(2) Dalarn hal pinjaman sebagnimana dimaksud pada ayat (1) 
rncmpersyaratkan jarninan, asel yang berasal dari hasil ~s~ha Perumda 
Sandalwood dapat dijadikan jarninan untuk mendapatkan pmjarnan . 

(3) Dalnrn hnl Perumda Sandalwood mclakukan pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pcmerintah Daerah, tidak dipersyaratkan 
jaminan 

(4) Ketcntuan lcbih lanjut mengenai pinjarnan Perumda Sandalwood diatur 
dalarn Peraturan Bupati, 

• 
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Pasal 45 
(1) Penggunaan laba Perumda Sandalwood diatur dalam anggaran dasar 
(2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. bagian laba Pemerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh 

lima perseratus); 
b. cadangan sebesar 20% (dua puluh perseratus); 
c. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai 

sebesar 5% (lima perseratus); dan~ 

Pasal 44 
(1) Tahun Buku Perumda Sandalwood adalah tahun takwim 
(2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 

Bagian Kedua 
Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih 

Pasal 43 
(1) Laporan tahunan bagi Perumda Sandalwood paling sedikit memuat: 

a. laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Sandalwood; 
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 
d. rincian masalah yang timbuI selama tahun buku yang mempengaruh; 
e. kegiatan usaha Perumda Sandalwood; 
f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;. 
g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan 
h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun 

yang baru lampau 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit memuat: 
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan 

dengan tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

Paragraf 3 
Laporan Tahunan Perumda Sandalwood 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling 
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM 

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya 
secara tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Menteri 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi 
laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 48 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Sandalwood (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Daerah Kab~paten Sumba Timur Nomor 717) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Jagi\! 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa147 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood dinyatakan masih tetap berlaku, 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 46 
{l) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dircksi wajib dcngan itikad 

baik dan tanggung jawab menja1ankan tugas untuk kcpentingan Perurnda 
Sandalwood. 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/ a tau anggota Direksi bertanggung 
jawab penuh secara pribadi apabila yang bcrsangkutan bersalah atau lalai 
menjalankan tugasnya. 

{3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan 
Pengawas dan/ a tau anggota Direksi yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecua1i anggota Dewan 
Pengawas dan/ a tau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti 
kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umurn 
daerah. 

BAB XII 
TANGGUNG JAWAB 

d. bcsuran pcnggunaan uiua lulHJ hcruih ,,;l)r..;q:,r /.()'1,, ldtJ:1 pulul. 
pcrscratusj ditctapkan oleh KPM ,.,; JU:JI J.:1:t,:rif.u1Jn pr;r:il ur:1n 
perundang-undangun. 

(3) Bagian laba unluk Pcrncrintah Ducrah 1eb<.1V,:Jirn:,rw dim:JJ.:i;ud pLJd:, :if:d 
{2) huruf a, dianggarkan dularn Angg,m.in l'cndu patan dun lkl,.inj,, IJ:,,:r:1h 
setiap Tahun pada tahun bcrikutnyu 

(4) Cadangan scbugairnanu dirnaknud pada uyat (~) huruf b dil;;J.:ulwn ,:irnpui 
dengan dana cadangan mcncapai puling 11:dikil io% (tlu<.1 puluh 
perseratus] dari modal Pcrumdu Sandalwood 

{5) Apabila dana cadangan scbagaimana dirnakuud pucfo t1yfJl (4) t.d;.Jh 
melebihi jumlah 20% {dua puluh pcrscratuu), Kl'M dapat mcrnutu Y.:Jn 
agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunukan untuk kepcrluan 
Perumda Sandalwood 

{6) Besaran penggunaan laba Perurnda Sandalwood.ditetapkan I ctiap tahun 
oleh KPM 

I 
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LE N DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 58 

\ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
WROVlNSI NUSA TENGGARA TIMUR Or 

;RIS DAERAH 
; 

A'1.lt!'.N,,~UMBA TIMUR, 

Diundangkan di Waingapu 
pada ta ggal <3 D€~GlnS€R. .:?.013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur. 

Pasul 50 
Pcraturan Dacrah ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 49 
Peraturan Bupati sebagai pclaksanann dari Peraturan Daerah ini harus 
ditetapkan paling lambat I [satu] tahun scjak Pcraturan Daerah ini 
diundangkan. 
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Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 l 
Cukup jelas\J 

B. PASAL DEMI PASAL 

Untuk rnelaksanakan otonomi daerah dalam rangka peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Tahun 2017 didirikan Perusahaan 
Daerah Sandalwood dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood. 
Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut 
dalam perkembangannya perlu disesuaikan dengan berbagai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ada, yakni dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan Pendirian BUMD 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan perubahan badan hukum dari 
Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang 
menyebabkan perubahan mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Sandalwood. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan 
Peraruran Daerah tersebut, dengan substansi peraturan perundang­ 
undang yang lebih tinggi menjadi suatu keniscayaan. 

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sistematika 
tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Sandalwood perlu dicabut dan diganti dengan menerbitkan Peraturan 
Daerah baru. Selain itu penyesuian ini juga dimaksudkan untuk 
memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk 
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), 
mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, ef ektif dan 
efesien. 

A. UMUt\1 

PEN,IELASAN 
ATAS 

PER/\TURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 20 I 

TENTANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD 



Pasul 7 
Cukup jclus. 

Pusul 8 
Cukup j Ins 

Posa! c 
Cukup jclas. 

Pnsnl 10 
Cukup jclus. 

Pnsnl I I 
Cukup jclr s. 

Pasal 1 _ 
Cukup jclus. 

Pnsal 13 
Cukup jclus. 

P~ ?,UI 14 
ul up jclns. 

Pm,RI 15 
.ukup jcl 1. . 

Pu snl I b 
'ukup jclns. 

P,\S l 17 
.ukup jclns. 

P . .1 sal 18 
Culcup jelns. 

P,1s.1l I q 
ukup jclus. 

Pus.ii ~ 
'ukuµ jel t s. 

P,, nl l 
ukup jel: s. 

Pasnl 2 
'ukup jcla . 

P.1 al 23 
Cukup jcla s. 

Pnsal ·l 
ukup jelas. 

P.1 • I _5 
Cukup jclas. 

P~1 al 2 
ukup jelns. 

Pasal 27 
ukup j eln . 

Pa nl 28 
'uk1.1p jclns. 

P~ sal 2 
ukup jelas, 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pa. al 31 
ukup jelas. 

Pasal32 
Cukup jelas, 

Pasal 33 
Cukup jelns\ 

Pa al 34 \J 
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Cukup jelas. 
Pasal35 

Cukup jelas. 
Pasal36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pasal 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Cukup jelas. 

'7-AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR i;'.23 
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